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I Universitas

Urelkom
PERATURAN U NIVERSITAS TELKOM

NOMOR: pV.4B lrOGg/lAM I 2OL8

TENTANG

PENUruUKAN PEJABAT BERWENANG PEIAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA

DI LINGKUNGAN UNIVERS]TAS TEI,J(OM

Menimbang : a.

PERATU RAN U NIVERSITAS TELKOM

Bahwa Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom telah menetapkan

Xepuhrsan Nomor : KEP.OSOBIAAIDGS-HKO1NW/}OL$ tanggal 03

Septernber 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan atau Jasa di

Lingkungan Yayasan Pedidikan Telkom;

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan pada butir a. maka pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa di Universitas Telkorn harus mengikuti

Pedoman Pengadaan Barang dan atau jasa yang baru, terhitung sejak

tanggal 01 Oktober 2018;

Bahwa sesuai pada butir b. di atas, maka Surat Keputusan yang dimaksud

pada butir a. digunakan sebagai Pedoman Pengadaan Barang dan atau jasa

di Universitas Telkorn;

Mengingat 1. PP No. ()4 Tahun 2OL4 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

Pengeloban Perguruan Tmggi;

2. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor :

KE P. 1 18 3 I OO / DHE-PDOLN PT / 20 17 tenta ng Statuta U niversitas Tel kom;

3. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor :

KEP.1068 /OL/5fi-@.NPTI2OL4 tanggal 16 Desember ?OL4 tentang

Reneana lnduk Pengembangan Universitas Telkom 2Ot4 - 2038;

4. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor :

KEp.1156lOZlStT-O4l}OL4 tanggal 30 Desember 2At4 tentang Rencana

Strategis Universitas Telkom Periode 2OL4 - 2018;

5, Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor :

KEP.080B/00/DGS-HK01/YPT/2018 tanggal 03 September 2018 tentang
pedoman Pengadaan Barang dan atau Jasa di Lingkungan Yayasan

Pedidikan Telkom;
6. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor :

KEP.1O66/00/DGS-H R43NPT|2018 tanggal 22 oktober 2018 tentang

perbaikan Pedoman Pengadaan Barang dan atau Jasa di Lingkungan

Yayasan Pendidikan Telkom;

Hasil Kegiatan Sosiatisasi KEP.0808 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan

atau Jasa yang diselenggarakan pada tanggal 05 November 2018 oleh

Direktorat General support Yayasan Pendidikan Telkom;

Memperhatikan :

Tef kom Univercity Learning Centre Building - Bandung Technoplex I Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Bandung 40257, West Java, lndonesia

t: +6222 756 4108 | f: +52 22756 5200 | e: info@telkomuniversity.ac.id
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSI(AN

PERATURAN UNIVERSITAS TELI(OM TENTANG PENUNIUIGN PEIABAT

BERWENANG PEI.AKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA DI

LINGKUNGAN U NIVERSITAS TELKOM

Pengertian :

1. Pembelian Langsung (Cash & Carryl adalah proses penyediaan
pembeliaan barang dan atau jasa melalui dengan cara membeli langsung
di pasar atau kepada pemasok;

Penuniukan Langsung adalah pengadaan barang dan atau jasa langsung
kepada 1 (satu) Penyedia barangfiasa;
Pemilihan Langsung adalah pengadaan barang dan atau jasa yang
ditawarkan kepada sekurang-kurangnya 3 (tiga) Penyedia Barang dan
atau Jasa;

4. Swakelola adalah Pengadaan Barang dan Jasa yang izin prinsip
pelaksanaannya telah disetujui oleh Ketua YPT, dimana pekerjaannya
direncanakan dan dikerjakan serta diawasi oleh Tim Swakelola yang
dibentuk oleh pejabat sesuai kewenangan. Swakelola dapat dilaksanakan
untuk pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 2.500.000.000,- (dua
milyar lima ratus juta rupiah);

5. Perjanjian Kerja Sama (PKS) digunakan untuk memenuhi kebutuhan
operasional rutin yang bersifat kontinyu dan atau berulang dengan
terlebih dahulu mengajukan izin prinsip/persetujuan pengadaan atau
justifikasi pengadaan untuk cara PKS di Kantor Lakhar ditandatangani
oleh Ketua YPT dan oleh Pimpinan Lembaga untuk di Lembaga;

5. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) adalah perkiraan harga yang disusun
dan dikalkulasi oleh Pejabat sesuai kewenangan pengadaan untuk
dijadikan dasar negosiasi oleh Pelaksana Pengadaan;

Mencabut Keputusan Rektor universitas Telkom Nomor :

KR.069/LOG9/IAM(}OLG tanggal 16 Februari 2016 tentang Penunjukan Pejabat
Berwenang Pelaksana Pengadaan Barang dan atau Jasa di Lingkungan
Universitas Telkom.

Menetapkan Pejabat penanggungjawab pengadaan barang dan atau jasa

dimaksud sebagai berikut :

3.



NO Cara Pengadaan Dokumen Pei*atBerwenimg Nild f,wenagan t, l(eterarryan

L

Cash & Corry I
Pembeliat
l-angsung

Kuitansi dan

lampirannya

Kepala Bryian /
lUanajer / Wakil Dekan

I
Nilai dd Rp 25Juta

2
Penunjukan

tangsung

Justifikasi

Kebutuhan

Pimpinan Unit /
Fakultas I Direktorat /
Bidang terkait

Nilai di atas Caslr &
Cony Rp 25Juta s/d

Rp lfi)Juta

ditandatangan dan disetujui secara

hirarki

Justifikasi
Pengadaan

Ka.Bae. Logistik
ditandatangan dan disetujui secara

hirarki

HPS Ka.Bag. Logistik HPS oleh pejabat sesuai

kewenangan

Nota Pengadaan Direktur Logistik
Nota Pengadaan oleh Pejabat sesuai

kewenangan

Kuitansidan

lampirannya
Direktur Logistik

(1) Kuitansi dan lampiran sesuai

ketentuan unit Finonce
(2) Form Pertanggungan ditanda
tangan oleh Ka.PP. Pejabat sesuai

kewenangan.

3
Penunjukan

langsung

Justifikasi

Kebutuhan

Pimpinan Unit /
Fakultas / Direktorat /
Bidang terkait

Nilai di atas Rp lfl)
Juta s/d Rp 250Juta

ditandatangan dan disetujui secara

hirarki

Justifikasi

Pengadaan
Direktur Logistik

ditandatangan dan disetujui secara

hirarki

SPPH / Undangan Ka.Bag. Logistik

HPS Direktur Logistik
HPS oleh pejabat sesuai

kewenangan

BA Klarifikasi dan

Negosiasi
Direktur Logistik

BA Klarifikasidan Negosiasi oleh

Pejabat sesuai kewenangan atau

Karyawanfim yang ditunjuk oleh
Pejabat Ybs.

Surat Perintah

Kerja
Direktur Logistik

Surat Perintah Kerja oleh Pejabat

sesuai kewenangan

BAUT Ka.Bag. Logistik

(1| BAuTsetidaknya oleh Pejabat 1

{satu} tingkat dibawah Pejabat

sesuai kewenangan atau Tim UT

BAST Direktur Logistik

(21 BA Serah Terima Barang dan atau

Jasa oleh Pejabat sesuai

kewenangan

Kuitansi dan

lampirannya
Direktur Logistik

(1) Kuitansi dan lampiran sesuai

ketentuan unit Finonce

(2) Form Pertanggungan ditanda

tangan oleh Ka.PP. Pejabat sesuai

kewenangan.



NO Cara Pengadaan Dokumen Peiabat Benrenang Nilai Kewenangan +) (eterangan

h Pemilihan langsung

Justifikasi
Kebutuhan

Pimpinan Unitl
Fakultas / Direktorat /
Bidang terkait I Rektor

Nilai di ab Rp 250

Juta s/d Rp S(trJuta

ditandatangan dan disetujui secitra
hirarki

Justifikasi
Pengadaan

Direktur Logistik
ditandatangan dan disetujui secara

hirarki

SPPH / Undangan Ka.Bag. Logistik

HPS Direktur Logistik
HPS oleh pejabat sesuai

kewenangan

BA Klarifikasidan

Negosiasi
Direktur Logistik

BA Klarifikasidan Negosiasi oleh
Pejabat sesuai kewenangan atau

Karyawanflim yang ditunjuk oleh
Pejabat Ybs.

Surat Perintah

Kerja
Direktur Logistik

Surat Perintah Kerja oleh Pejabat

sesuai kewenangan

BAUT Ka.Bag. Logistik

(11 BAt T setidaknya oleh Pejabat 1

{satu} tingkat dibawah Pejabat

sesuai kewenangan atau Tim UT

BAST Direktur Logistik

(2) BA Serah Terima Barang dan atau
Jasa oleh Pejabat sesuai

kewenangan

Kuitansi dan

lampirannya
Direktur Logistik

(1) Kuitansidan lampiran sesuai

ketentuan unit Finance
(2) Form Pertanggungan ditanda
tangan oleh Ka.PP. Pejabatsesuai
kewenangan.

4b Pemilihan Langsung

Justifikasi

Kebutuhan

Pimpinan Fakultas /
Bidang terkait / Rektor

Nilai di atas Rp Sfl)
Juta s/d Rp I Milyar

ditandatangan dan disetujui secara

hirarki

Justifikasi

Pengadaan

Direktur Logistik /
Wakil Rektor ll

ditandatangan dan disetujui secara

hirarki

SPPH / Undangan Ka.Bag. Logistik

HPS Wakil Rektor ll
HPS oleh pejabat sesuai

kewenangan

BA Klarifikasidan

Negosiasi
Wakil Rektor ll

BA Klarifikasi dan Negosiasi oleh
Pejabat sesuai kewenangan atau

Karyawanf im yang ditunjuk oleh

Pejabat Ybs.

Surat Perintah
Kerja / Kontrak

Wakil Rektor ll
Surat Perintah Kerja oleh Pejabat

sesuai kewenangan

BAUT Direktur Logistik

(1) BAUI setidaknya oleh Pejabat 1

(satu) tingkat dibawah Pejabat

sesuai kewenangan atau Tim UT

BAST Wakil Rektor ll

(2) BA Serah Terima Barang dan atau

Jasa oleh Pejabat sesuai

kewenangan

Kuitansi dan

lampirannya
Direktur Logistik

Kuitansi dan lampiran sesuai

ketentuan unit Finance



NO Cara Pengadaan Dokumen Pejabat Berwenang Nilai Kewenangan r) Keterangan

4c, Pemilihan langsung

Justifikasi
Kebutuhan

Pimpinan Fakultas /
Bidang terkait I Rektor

Nilaidiatas Rp I
Milyar s/d Rp 2,5

Milyar

Ditandatangan dan disetujui secara

hi'rarki

Justi.fikasi

Pengadaan
Rektor

ditandatangan dan disetujui se@ra

hirarki

SK Panitia

Pengadaan
Rektor

SK Panitia Pengadaan oleh Pejabat

sesuai kewenangan

SPPH / Undangan Ka.Bag. Logistik

HPS
Ketua Panitia

Pengadaan
HPS oleh Ketua Panitia

BA Klarifikasi dan

Negmiasi
Panitia Pengadaan

BA Klarifikasi dan Negosiasioleh

Panitia.Pengadaa*

Kontrak Rektor
Kontrak oleh Pejabat sesuai

kewenangan

BAUT Wakil Rektor ll/Tim UT

(U BAUI setidaknya oleh Pejabat 1

(satu) tingkat di bawah Pejabat

Berwenang atau oleh Tim UT (Uii

Terima)

BAST Rektor
(4 BA Serah Terima Barang ofeh

Pejabat sesuai kewenangan

Kuitansi dan

larnpirannya
Direktur Logistik

Kuitansi dan lampiran sesuai

keter,[+*an wmt F i*ance

5 Swakelola

Sesuai SK

Pedoman

Pengadaan

BarJas YPT

Ketua YPT
Nilai s/d Rp 2,5

Milyar
tzi n Prinsip / Persetujuan Suraketota

Pejabat Lakhar Sesuai

Kewenangan

Nilai sampai dengan

Rp 250Juta

tl) ]ustifikasi kebutuhan &
justifikasi pengadaan sesuai

ketettttran

(21 SK Panitia Pelaksanaan

(3| Pakta integritas dan dokumen

terkait

Nilaidi atas Rp 250

Juta s/d Rp2,5 Milyar

(1) Justifikasi kebutuhan &
ju Sfffi kaisi pd rigdddirri sdsu di

ketentuan

(21 SK-SK Swakelola :

a. Panitia Perencanaan

b. Panitia Pelaksana

c. Panitia Pengawas

(3) Pakta integritas dan dokumen

terkait



NO CaraPengdaan Dokumen Pei*atBerwenimg Nilai Xewenargan t) Keterangan

6
Perianiian Keria

Sana

Sesuai SK

Pedoman

Pengadaan

BarJas YPT

Ketua YPT/ Pimpinan
Tertinggi [embaga

lzin Prinsip/ Persetujuan PKsJustifikasi Kebutuhan &
Justifikasi Pengadaan Oleh Ketua ypT I pimpinan Tertinggi
Lembaga

Itft SX Panitia pengadaan oteh Ketua ypT.

l(z) sppx oleh Ketua panitia.

l1a; e"n, lntegritas dan dokumen terkait.

ItO ea klarifikasi & Negosiasioleh panitia pengadaan.

l(S) 
efS oleh Ketua YPTatau setidaknya oleh Dir GS untuk

lPl(S 
da kantor Lakhar dan Pimpinan Tertinggi Lembaga

luntuk PKS di Lembaga.

l(61 
Surat Pesanan oleh Direktur Teknis untuk pKS di kantor

lLakhar 
dan Pimpinan Tertinggi Lembaga atau minimal

lwakil Pimpinan Fungsi Logistik untuk pKS di Lembaga.
(fl BAUI oleh DirekturTeknis untuk pKS kantor Lakhar dan]
Pimpinan Tertinggi Lembaga atau rninimal pimpinan 

I

Fungsi Logistik untuk PKS di Lembaga. i

(8) BA Serah Terima Barang/Jasa oleh Direktur Teknis 
I

untuk PKS di kantor Lakhar dan Pimpinan Tertinggi I

Lembaga atau minimalWakil Pimpinan Fungsi Logistik I

untuk PKS da Lembaga. 
I

(9! Kuitansi dan tampiran sesuai ketentuan Unit Finance. 
I

*) Besaran nilai kewenangan pengadaan ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dan atau perbaikan dalam Peraturan ini maka akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tansgal : Desember 2018

UNIVERSITAS TELKOM

Prof. Dr. Adiwiiava

Rektor


